BAB VI
PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa
penguatan kapasitas organisasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan
dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Sama belum dilaksanakan dengan

maksimal. Hal ini di buktikan dari 2 indikator utamanya, yakni:

1. Dimensi pegembangan sumber daya manusia

Hasil analisis dari aspek yang pertama yakni Pengembangan Sumber
Daya Manusia bahwa dalampengembangan sumber daya manusia di desa
Sama juga belum maksimal. Hal ini dapat kita katakan dari hasil wawancara
yang berkaitan dengan aspek pengembangan sumber daya manusia yang
didukung dengan beberapa indikator yakni adanya kegiatan training/pelatihan,
adanya binbingan teknis dan adanya perekrutan anggota Badan
Permusyawaratan Desa sesuai dengan prosedur bahwa di desa Sama ketiga
indikator tersebut sudah dijalankan di desa Sama namun belum maksimal. Hal
ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari BPD dalam mengikuti kegiatan
yang di laksanakan, faktor pendidikan yakni minimnya pemahaman dari
Badan Permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan
desa serta anggota BPD, faktor pekerjaan bahwa lebih memfokuskan
pekerjaan yang Non-BPD, serta faktor Tunjangan yang diberikan kepada BPD

lebih sedikit dan tidak memenuhi kebutuhan mereka.
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2. Penguatan Organisasi

Dalam aspek penguatan kapasitas organisasi dengan indikator yang
terdiri dari adanya pembagian peran dan fungsi yang jelas, tata organisasi
yang lengkap, dan indicator adanya kegiatan sosialisasi.dari ketiga indikator
ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam pembagian fungsi dan
peran Badan Permusyawaratan Desa sudah sangat jelas tercantum dalam
undang-undang permendagri nomor 110 passal 32 namun dalam
pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik khusus dalam penyususnan dan
penetapan peraturan desa hal ini dikarenakan tingkat pendidkan dari anggota
BPD yang masih sangat minim sehingga mempengaruhi mereka dalam
memahami peran dan fungsi mereka serta fasilitas-fasilitas yang mendukung
aktivitas mereka tidak memadai, selain itu juga adanya kegiatan sosialisasi
yang dikhusukan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka namun ada beberapa anggota
BPD yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan tersebut hal itu mempengaruhi

dalam pelaksanaan fungsi mereka yang tidak maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari indikator Pengembangan Sumber Daya
Manusia yang meliputi kegiatan training, bimbingan teknis serta serta adanya
perekrutan anggota BPD yang sesuai prosedur belum dijalankan semaksimal
mungkin. Dimana kegiatan pelatihan/Training dan bimbingan teknis pernah

dilakukan di desa Sama. Oleh karena itu, penulis menyarankan, pertama
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Pemerintah Desa harus bisa menyesuaikan waktu kegiatan pelatihan untuk BPD
dengan waktu kegiatan kebun dari anggota BPD yang mayorits pekerjaan pokokx
sebagai petani agar partisipasi dari anggota BPD lebih banyak, kedua
memberikan arahan yang bisa dipahami oleh anggota BPD akan pentingnya
kegiatan pelatihan jauh sebelum kegiatan pelatihan itu dilakukan,
ketiga,persyaratan perekturan calon anggota BPD agar persayaratan perekkrutan
calon anggota BPD yang masih menggunakan ijasah SMP diganti dengan ijasah
SMA serta yang sudah memiliki keterampilan dalam bidang teknologi dan
memiliki basic yang sesuai dengan perannya, serta keempat agar bisamenaikan
tunjangan bagi BPD supaya lebih fokus ke pekerjaannya sebagai BPD.
Berdasarkan Kesimpulan dari aspek Penguatan organisasi yang meliputi
Pembagian tugas dan fungsi yang jelas, Tata Organisasi, dan Sosialisasi belum
dijalankan semaksimal mungkin. Oleh karena itu penulis menyarankan
pertamaagar pemerintah desa menyiapkan fasilitas yang akan mnenunjang
kegiatan BPD yakni dengan menyiapkan Kantor, Meja, Kursi, Alat tulis, maupun
sarana penunjang lainnya,keduaPemerintah Desa dan lembaga Badan
Permusyawaratan Desa harus bisa menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat
yang selalu hadir dan pro aktif terhadap masyarakat dan lebih peka terhadap
segala perubahan dalam lingkup pemerintahan desa, ketiga Badan
Permusyawaratan Desa harus bisa menjadi lembaga yang bekerja untuk

mensejahterakan masyarakan dengan mendenggarkan segala aspirasi ataupun

78



keluhan-keluhan mereka, keempat menjadikan lembaga BPD yang bersifat kritis

terhadap pemerintah desa yang bekerja tidak sesuai dengan aturannya.
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